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ABSTRAK

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBESIHAN DALAM
MENGOPTIMALISASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI WILAYAH PESISIR
PARIT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU

Muhammad Ramadhan
177310352

Penelitian ini dilakukan di_Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten
Indragiri Hilir, mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup dan. Kebersihan dalam
mengoptimaslisasi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri
Hilir. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya tumpukan
sampah di sepanjang aliran parit/sungai yang berasal. dari berbagai aktifitas masyarakat
dan kegiatan industry yang menyebakan terjadinya pencemaran lingkungan. Penelitian ini
dilakukan mengunakan metode penelitian deskriftif dengan pendekatan penelitian
kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalisasi pencemaran lingkungan di wilayah
pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir serta mengetahui hambatan peran Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam mengoptimalisasi pencemaran lingkungan di
wilayah pesisir parit Kabupaten Indragiri Hilir. Teknik pengumpulan data dari penelitian
ini observai, wawancara, dan dokumentasi, informan yang berjumlah lima orang. Hasil
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
dalam mengatasi pencemaran lingkungan di Kabupaen Indragiri Hilir dengan indikator
1)Pembinaan, 2)Pengendalian, 3)Pengawasan, 4)Evaluasi, setelah dilakukan penelitian,
keempat indikator tersebut masih belum terlaksana \sepenuhnya:” Faktor penghambat
adanya keterbatasan anggaran, waktutyang, itidak, efisien, dan terbatasnya sumber daya
manusia.

Kata Kunci : Peran, Lingkungan, Hidup, Pencemaran
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ABSTRACT

THE ROLE OF THE ENVIRONMENT AND HYGIENE DEPARTMENT IN
OPTIMIZING ENVIRONMENTAL POLLUTION IN THE COASTAL AREA OF
PARIT COASTAL, INDRAGIRI HILIR REGENCY, RIAU PROVINCE

Muhammad Ramadhan
177310352

This research was.conducted at the Department®of Environment and Hygiene,
Indragiri Hilir Regency, regarding the role of the Department.of Environment and
Hygiene in optimizing-environmental pollution in the coastal ditch area of Indragiri Hilir
Regency. The background of the problem in this study is the large pile of garbage along
the ditch/river that. comes from varieusicammunitysactivities and industrial activities that
cause environmental pollutien:"This research was conducted using descriptive research
methods with a gualitative research approach. The purpose of this study is to determine
the role of the Department of Environment and Hygiene in optimizing environmental
pollution in the coastal area of the trench, Indragiri Hilir Regency and to find out the
obstacles to the role of the Department of Environment.and Hygiene in optimizing
environmental pollution in the coastal area of the trench, Indragiri Hilir Regency. Data
collection technigues from this study were observations, interviews, and documentation,
five informants. The results of this study can be concluded that the role of the Department
of Environment and Hygiene in overcoming environmental pollution in Indragiri Hilir
Regency with indicators 1) Guidance, 2) Control, 3) Supervision; 4) Evaluation, after
research, the four indicators are still not fully implemented. The.inhibiting factors are
budget constraints, inefficient time, and limited human resources.

Keywords: Role, Environment, Life, Poltution
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Istilah lingkungan hidup dengan lingkungan sering kali digunakan secara
bergantian, meskipun=secara harfiah dapat dibedakan tetapi pada umumnya
digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas,
meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia,
lingkungan_hidup hewan, dan lingkungan hidup~<tumbuhan). Lingkungan hidup
terdiri dari dua unsur makhluk hidup (biotik) dan unsur makhluk tak hidup (abiotic).
Diantara unsur-unsur tersebut terjalin sebuah hubungan timbal balik, saling
mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. llmu yang mempelajari

hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia di dalamnya yang
membentuk suatu sistem dengan hubungan yang saling mempengaruhi untuk
membentuk kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain. Munculnya kasus-kasus lingkungan yang terjadi di setiap daerah, tidak
dapat dilepaskan dari sikap-dan prilaku yang dimiliki setiap individu, demikian
tidak lain merupakan implikasi dart kuatnya pandangan antroposentrisme, yang

selalu menepatkan manusia dan kepentingannya sebagai pusat dari segalanya.

Lingkungan pesisir yang meliputi daratan dan perairan pesisir sangat
penting artinya bagi bangsa dan ekonomi Indonesia. Wilayah ini bukan hanya

merupakan sumber pangan yang diusahakan, melalui kegiatan, perikanan, dan



pertanian, tetapi merupakan pola lokasi bermacam sumber daya alam, seperti
mineral, gas, dan minyak bumi serta pemandangan alam yang indah, yang dapat
dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, perairan pesisir juga penting artinya

sebagai pelayaran (Pagoray, 2003).

Sebagian.besar kota-kota penting di Indonesia terletak di wilayah pesisir.
kota-kota tersebut berkembang pesat sebagaimana kota besar di dunia lainnya
seiring perkembangan zaman. Pada /mulanya keberadaan dan perkembangan kota
di wilayah pesisir tidak lepas dari fungsinya sebagai-suatu kawasan atau wilayah
yang merupakan akses yang menghubungkan antar wilayah daratan (pedalaman)
dengan dunia luar. Namun pada perkembangannya kota-kota tersebut tidak hanya
berkembang sebagai wilayah akses saja, melainkan sesuai-dengan keragaman
fungsi, seperti wilayah administrasi maupun sebagai pusat perdagangan, industri,

jasa dan sebagainya (Hantoro, 2008).

Melestarikan lingkungan hidup adalah usaha manusia yang harus segera
dilakukan agar kelangsungan hidupnya dapat terjaga dengan baik. Sekecil apapun
usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang
layak huni. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan
sehingga tata kelola lingkungan “berkelanjutan akan terwujud. Pengelolaan
lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
Dalam pengelolaan lingkungan harus dilakukan terhadap masalah yang paling

pokok, Soerjani, (1987 : 15).



Pengelolaan lingkungan mengacu kepada tujuan perbaikan kualitas
lingkungan. Jadi kita harus menetapkan terlebih dahulu kualitas mana yang
terburuk keadaannya, dan faktor ini memperoleh prioritas pengelolaan. Pelestarian
dan pemanfaatan lingkungan hidup mutlak diperlukan demi terwujudnya tata
lingkungan yang berkelanjutan sehingga potensi.dan kekayaan alam Indonesia

dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. (Ahmad Taufig, 2014).

Kesadaran pentingnya_eksistensi. lingkungan tidak hanya menciptakan
lingkungan tersebut'yang indah dan bersih di lingkungan sendiri saja, tetapi harus
bersifat menyeluruh dimanapun manusia itu berada. Sering Kita jumpai seseorang
yang merasa dirinya banyak mempunyai uang, mengeksploitasi sumberdaya yang
ada di suatuwilayah dengan tidak memperhatikan kelestarian lingkungannya. Hak
orang lain untuk hidup dengan lingkungan yang serasi seolah-olah dirampas oleh

kesewenang-wenangan seseorang. (Ahmad Taufig,2014).

Manusia yang tinggal.di suatu wilayah ada yang bersikap responsif terhadap
masalah lingkungan hidup, tetapi ada pula yang bersikap masa bodoh. Sikap masa
bodoh terhadap masalah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah dan
kelebihan penduduk menjadi tantangan dan musuh bersama. Sikap masa bodoh
tidak peduli terhadap masalah lingkungan-harus diubah dan diarahkan kepada sikap
yang ikhlas dan rela membina, menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Sudah
seharusnya bahwa manusia dengan rasa sadar dan penuh rasa tanggung jawab untuk
membina, menjaga dan memelihara lingkungan hidup sebagai habitat atau tempat

tinggal demi terselenggaranya kehidupan yang serasi. (Ahmad Taufig,2014).



Kearifan terhadap lingkungan adalah bagaimana sikap kita terhadap
pelestarian hutan, sungai, mata air, hewan, dan apa-apa yang terdapat di sekitar kita.
Sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan dengan menggunakan kearifan ini
menghasilkan apa yang disebut dengan kearifan lokal. mengatakan bahwa
“kearifann lokal ataw'wisdom dapat difahami sebagai suatu pemahaman kolektif,
pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi suatu keputusan penyelesaian
atau penanggulangan suatu masalah kehidupan”. Pemahaman, pengetahuan, dan
kebijaksanaan yang dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan
lingkungan adalah bentuk dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini menggambarkan
bagaimana manusia bersikap terhadap lingkungan untuk menjaga dan melestarikan

lingkungan dari berbagai ancaman dan gangguan. Marfai (2012:33).

Pelestarian lingkungan merupakan kewajiban seluruh umat manusia. Baik
atau buruknya kualitas lingkungan bergantung kepada tanggung jawab setiap
individu terhadap upaya pemeliharaan lingkungan. Rasa tanggung jawab yang
dimiliki oleh setiap individu ‘Untuk-memelihara, menjaga dan melestarikan
lingkungan perlu untuk dikembangkan. Tangung jawab yang tinggi terhadap
pemeliharaan lingkungan merupakan nilai yang harus dilestarikan dan dimiliki oleh
setiap individu. Seperti yang dikemukakan eleh Iskandar (2013:216) bahwa “rasa
tanggung jawab terhadap upaya pelestarian lingkungan muncul karena dalam
dirinya telah terbentuk nilai-nilai bahwa lingkungan perlu dilestarikan”.
Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan maka ia
telah memiliki nilai-nilai yang luhur, sehingga program pelestarian lingkungan

dapat terlaksana dengan baik. Rusaknya lingkungan diakibatkan oleh berbagai
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macam zat pencemar dan tindakan manusia yang tidak memiliki rasa tanggung

jawab terhadap pelestarian lingkungan.

Lingkungan yang terpelihara dan terjaga kelestariannya juga

dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara

ang memiliki kesadare inggi tentang pentingnya

‘. F"m a%“}“ Qa dan melestarikan

Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi Urusan
lingkungan hidup ditingkat kabupaten menjadi kewenanga pemerintah daerah
kabupaten, sehingga urusan lingkungan hidup di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi

kewenangan DLHK Kabupaten Indragiri Hilir.
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DLHK adalah perangkat daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab
kepada Bupati terkait dengan persoalan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pasal 220 ayat

1 dan 2 Dinas Linkungan Hidup dan Kebersinan Kabupaten Indragiri Hilir

elaksanakan urusan

. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urasan Pemerintahan di
bidang Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu wilayah yang berada di
daerah pesisisir di Provinsi Riau, Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Inhil
berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan disebelah Utara, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi), sebelah

Barat berbatasan dengan Indragiri Hulu, dan sebelah Timur berbatasan dengan

Riau), RP12-JM

pkan banyaknya
tersebut banyak

serta limbah pabrik.

Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir
menunjukkan jumlah timbunan sampah perhari kurang lebih sebanyak 57,312 Ton,
jumlah timbunan sampah perminggu sebanyak 401,18 Ton, jumlah timbunan

sampah perbulan sebanyak 1719,36 Ton.



Penaganan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir dapat di kategorikan
kurang baik. Sistem pengelolaan sampah yang kurang baik ini dapat dilihat dari
pelayanan sampah yang belum mencangkup semua kelurahan di wilayah perkotaan
sehingga masih banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan,
membuang sampah.di'parit dan membakar sampah.mereka. Selain itu, kondisi TPA
(Tempat Pemrosesan Akhir) di Kabupaten Indragiri Hilir ini masih memiliki sistem
lama yaitu open dumping yang belum selesai dengan PermenPU 3 tahun 2013 yang
menyatakan bahwa TRA“lama yang sudah beroperasi harus dioperasikan dengan

metode sanitary landfill atau controlled landfill.

Suatu Kabupaten/Kota harus memperhatikan aspek sanitasi wilayah nya.
Senitasi yang tidak baik akan berdampak kepada kesehatan masyarakat dan
lingkungan. Salah satu lingkup sanitasi adalah persampahan. Persampahan
merupakan aspek yang tidak bisa lepas dari masyarakat, setiap hari masing-masing
orang pasti menghasilkan sampah. Namun idealnya sampah harus diolah agar
mengurangi dampak terhadap lingkungan, agar sampah dapat diolah maka terlebih
dahulu kita harus mengetahui timbunan sampah yang dihasilkan tiap hari perorang.
Timbulan sampah dan perkiraan volume sampah.di kabupaten Indragiri hilir dapat

dilihat pada pada tabel dibawah.

Tabel 1.1 Perkiraan Volume Sampah Kabupaten. Indragiri Hilir Tahun
2011-2026

Deskripsi Satuan 2011 2016 2021 2026
Populasi Orang 678.0077 | 763.447 | 859.565 | 967.784
Timbulan Sampah | Kg/org/hr 2,5 2,5 2,5 2,5
Total Sampah Kg/hari 1744645 | 1919360 | 2111270 | 2322398
Total Sampah M3/hari 1745 1919 2111 2322

Sumber : Buku Putih Sanitasi, 2014
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Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini dapat
dikatakan masih kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sebagian
besar masyarakat masih melakukan kegiatan menimbun atau membakar.

Sebaliknya untuk masyarakat perkotaan sudah mengunakan sistem pengelolaan

sampah secara ko ang telah di fasilitasi ol erintah Kab. Inhil. Sistem
pembuan i ka i i tabel.
Tabe i i ilir
Angk
Didau
Pemba
Dalam
Sungai
Lainny. - P
Total =1 1=
Sumber : RAK hil, 20
D pti Dinas lingkunga
hidup da ihan S t 1 Hili mengoptimalkan
pencemara K embersihan salarun
drainase. Berikut t a drainase kabupaten
o L]
Indragiri Hilir.
Tabel 1.3 Daftar Petugas Drainase Kabupaten Indragiri
Hilir
No Nama Bidang Tugas keterangan
1 | Yasmin Juru Bersih Saluran | Wilayah Kerja Kecamatan
2 | Aripin Juru Bersih Saluran | Tembilahan dan
3 | Bambang Yudianto | Juru Bersih Saluran | Kecamatan Tembilahan
4 | Halidi Juru Bersih Saluran | Hulu untuk pembersihan
5 | M. Syafei Juru Bersih Saluran | drainase 7 orang +40 M/
6 | Tamrin Juru Bersih Saluran | hari selama 4 jam kerja
7 | M. Amin Juru Bersih Saluran | Untik penyisiran sampah
drainase.
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Tabel 1.4 Na

Sumber : DLHK Kabupaten Indragiri Hilir

10

Selain dari masalah pencemaran sampah di atas, terdapat juga beberapa

masalah pencemaran sampah yang berasal dari berbagai sungai yang ada di

Kabupaten Indragiri Hilir yang mengalir ke Laut Indragiri Hilir Provinsi Riau,

berikut nama Sungai, Lebar dan Kedalamannya.

Kedalaman

Sungai

Debit m3/dtk
Maks | Min
7,659 | 291

Gangsal
10 | Sungai Reteh 5-8
11 | Sungai Terap +12 5-100 1-6

Sumber : Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Indragiri Hilir
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Berdasarkan data dan fakta diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi
permasalahan pokok adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah
serta limbah berbahaya di bantaran sungai atau parit, sehingga berdampak pula
pada pencemaran air sungai akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat yang
it. Padahal pemerintah telah

bertempat tinggal disSekitar bantaran sungai atau.g

oleh dinas terkait

atan Tembilahan

Berdasarkan prasurve g penulis lakukan masih ditemui masyarakat
yang membuang sampah ke parit ataupun sungai. Padahal tempat
sampah telah disediakan oleh dinas terkait, tetapi tidak dimanfaatkan

oleh masyarakat dengan baik.
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Dari kesebelas Sungai di atas masing-masing sungai mengaliri Limbah
Sampah, baik Sampah Industri Rumah Tangga maupun Limbah Pabrik. Sampah

tersebut bermuara di Parit/Sungai dan menjadi penyebab pencemaran lingkungan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk

Dalam

Mengoptimalisasi Pence ingkungan di Wilayah Pesisir Parit

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ?
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam

Mengoptimalisasi Pencemaran Lingkungan di Wilayah Pesisir Parit

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

ahan masukan atau

kebersihan dalam

bagi peneliti lain yang aka eneliti Peran dinas lingkungan hidup dan
kebersihan dalam mengoptimalisasi penangganan pencemaran lingkungan

di wilayah pesisir tepi laut kabupaten Indragiri hilir.
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BAB Il
STUDI KEPUSTAAN DAN LANDASAN TEORI
2.1 Studi Kepustaaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah maka berikut ini di
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untuk mencapai tujuan organsasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan,
keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan lain-lain. (C.S.T Kansil, 2000 : hal

o1)

14
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Awang (2012;6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetap dan
melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan

berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Syafiie (1998:18) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang

pemerint

P badan organisasi

yang ber ngan manusia dan

CARRENANAT

5 )
g‘

masyaraka

ah adalah proses

penemuan

=
o
c
S
Q,
Py
@
o
=
~—+
c
=
)
5
o
o
=]

pemerintahan dari dua sudut yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya, dan

kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Selanjutnya menurut Budiarjo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan

yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan
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dasar Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujun
untuk mewujudkan Negara berasarkan konsep dasar Negara tersebut.Organisasi
berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini merupakan

kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan yang sama.

Pada umumnya yang disebut dengan.‘“Pemerintah” adalah sekelompok
individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang
dalam arti ‘ini melaksanakan_.wewenang yang sah dan. melindungi serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagali
keputusan. Sebagaimanan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi
pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang
meliputi ~ tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemerdayaan dan

perlindungan. (Bayu Surianingrat, 1992).

Menurut Dharma: (2002:33)  pemerintahan dalam arti sempit adalah
eksekutif yang melaksanakan kegiatan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu
sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan,
menyusun, mengorganisasi, mengerakkan, dan mengarahkan segenap daya upaya
masyarakat/penduduk dalam suatu negara-dalam rangka mencapai tujuan Negara

yang telah ditetapkan.

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan
tersebut, pemerintah mempunyain wewenang, guna wewenang dibagikan lagi
kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersama

dikerjakan. Berkenan dengan pembagian wewenang tersebut, maka terdapatlah
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suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan Negara. (C.S.T Kansil,

2000)

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa

kehadiran suatu pemerintahan merupakan menifestasi dari kehendak masyarakat

yang bertujuan arbuat baik bagi ke 0. masyarkat. Definisi ini

ﬂ’\‘bm'ﬁ\ﬁ“‘ Q@ akup dua unsur
asala i eh an umum dikelola,
jadi ter ” dimengerti dari

umum, jad nya me ar itu bagaimana
sebaiknya syarakat oleh para pe an‘pendekatan terbaik,

masalah : okra n mas salah keterbukaan yang

sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Menurut Inu Kencan Syafiie, (2010) dalam W.S Sayre (1960) Pemerintah
dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang
memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya Davit Apter (1977),

Pemerintah adalah suatu anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab
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tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis
yang menyakut kekuasaan paksaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Angka 2
Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah
intah Daerah dan Dewan

penyelengaraan u pemerintahan oleh Pen

k mempercepat
pelayanan,
pemerdaya B ‘masyara S ‘ Jaya saing daerah
dengan an, dan kekhasan

suatu dae lam si ) Kes nesia. (Ani sri rahayu

otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemeintah daerah adalah unsur
penyelenggaraan pemerintaha daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau

Walikota, dan perangkat daerah. (Ibid : hal 05)
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Pada pasal 18 a ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :
“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,
kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan

kekhususan dan keragaman daerah.”

Hubun merntah pusat intah daerah tidak hanya
sebata erag tersebut juga
berla p aatan sumber

NE_RSW@?&' Lﬁ M R
daya al %‘a 4(/
a ebutkan bahwa :
“hubung daya alam dan
sumber daya a pemerintah p aerah diatur dan
dilaksana ara adil dan selaras 4‘«_ia§é:rka

M son, p I itensi sebagai :

a. Local ver int rah dalam sistem
ANB

pe i ah dengan berbagai

urusal | se a harus berada dalam

kerangka mengurus rumah tangganya
sendiri pemerinta ewenang untuk menyelenggarakan

urusan rumah tangga sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan
urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-
tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk
turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya

yang ditetapkan oleh peraturan pusat saja, namunjuga meliputi yang
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ditentukan oleh pemerintah local yang mengurus rumah tangga sendiri
tingkat diatasnya.

b. Local State Government atas pemerintah local administratif dibentuk
karena penyelengaraan seluruh urusan pemerintahan Negara yang tidak

pusat. Penyelenggaran

ditempatkan di
tu oleh pegawai-
pemerinta pusat.

dikeluarkan oleh

berikut :

a. Asas Sentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di
pemerintah pusat.
b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenagan pemerintah

pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.
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Asas Dekosentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan
pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi
serta perangkat daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.

Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah

memberi kewenangan penugasan terhadaptingakatan di bawahnya.

prakarsa : anaan, pelaksanaan

maupun ‘me ) segi-se s . : isasi itu sendiri

2rikan pemerintah

erintahan sendiri,

daerah tertentu oleh suatu organisasi atau badan ahli khusus yang dibentuk
untuk itu.
Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekosentrasi atau

ambtelyk), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas
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pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh
peabat-pejabat daerah iu sendiri.
2.3.2 Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun

egara Kesatuan
pat Pembukaan
ahun 1945 vyaitu

Pradana Anugrah

tiga yaitu urusan absolut,urusan pemerintahan kongkuren dan urusan
pemerintah umum. Urusan pemerintah Absolut adalah urusan yang termasuk
dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah

pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat
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dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada

kepala daerah maupun instansi perangkat daerah.

Urusan pemerintah wajib dalam urusan pemerintahan yang termasuk

dalam fungsi kewenagannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah

'\&l-» ) elaksanaannya di daerah

\‘“’ :

presiden mellui mentr arsangkutan. Bupati dan walikota pun

memiliki tanggung jawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan
melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu

pelaksaan urusan pemerintah umum ini.
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2.4 Konsep Peranan

Peranan adalah sesuatu bagian yang menjadi atau yang memegang
pimpinan terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2004:349). Menurut Soerjono Soekanto (2013:212) peranan merupakan

aspek dinamis ked an (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan

1. Peranan me [ : gka AN posisi atau tempat
dalam
2. Perana individu di dalam

masyara

3. Peranan juga dapat dika aku individu dalam struktur social

3) Perilaku social dari pemegang kedudukan

4) Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang

Menurut Salbin T.R dan Allen (Thoha. 2006:263), suatu peranan

dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena
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suatu kantor yang mudah dikenal. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku yang di
atur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaikan dengan
peranan sebuah instansi maka dapat di artikan sebagai perangkat perilaku yang

diharapkan untuk dilakukan oleh instansi atau kantor yang sesuai dengan posisi

kantor tertentu.

mbing seseorang

akan dirugikan karena tidak mampu mendapatkan akses memperoleh barang
atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan
barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.

2. Enabling role, adalah peran sektor publik dalam menjamin terlaksananya

peraturan yang sudah di tetapkan dalam penyediaan barang dan jasa
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public,dimana sektor public harus dapat memastikan kelancaran aktivitas
pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masyarakat.
3. Directing role, karena kompleknya area yang harus di cover oleh sektor publik
dan adanya keterbatasan dalam pembiyayaan barang dan jasa publik secara
langsung maka pem

erintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga peran sektor

Perlindungan dan
Pengelol dan pengelolaan

lingkungs

f) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa
depan;

g) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai
bagian dari hak asasi manusia;

h) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
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1) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

J)  Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam pasal 70 ayat (1,2,3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masyarakat berperan

dan pengelolaan

masyarakat, dan

. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
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2.5 Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup di atur dalam buku Undang-Undang dalam pasal 1 butir
(1) Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, menyatakan :

gan semua benda, daya,

[1 11 ‘
mﬂ\‘ !@ prilakunya yang

erlindungan dan
ngkungan Hidup

pan manusia dan

Lingkungan .- m ‘ “‘1
dalam keberlangsungan ke usia. Lingkungan hidup terbagi menjadi
dua bentuk, yaitu: (1). lingungan hidup alamiah yaitu merupakan sebuah
lingkungan yang ada dan terbentuk dari proses alamiah tampa campuran tangan
manusia dan terdiri dari atas sumber yang alami. Seperti hutan, laut, gunung, dan

danau. (2). Lingkungan hidup buatan merupakan lingkungan yang dibuat

manusia itu sendiri untuk. Lingkungan buatan dibuat manusia untuk kepentingan
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manusia itu sendiri. Seperti pembuatan waduk, kolam, sawah, kebun, dan jalan.
Namun pada saat ini, keseimbangan antara kedua lingkungan tersebut

menggalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang

dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku

tu tatanan unsur

uruh dan saling

menurun juga kualitas kehidupan manusia, karena lingkungan hidup merupakan

tempat dimana manusia menjalani kehidupan, tapi masyarakat sering dibutakan
oleh keserakahan untuk mendapatkan keuntungan, sehinga menggorbankan
kelestarian lingkungan hidup untuk mendapatkan keuntungan sematan. Hal ini

dapat dilihat dari berbagai aktitas manusia terhadap lingkungan hidup, contohnya
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membuang sampah ke sungai, membuang limbah industry ke sungai tampa
mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dalam waktu pendek maupun jangka

panjang.

Pencemaran lingkungan salah satunya terjadi akibat aktivitas manusia dan

juga industri yang g.memperhatikan ling hidupnya sehingga dalam

%’\‘ h’\“ ‘m‘m&j“ Q‘ Menurut Pasal 1

upaya penanggulangannya apabila terjadi pencemaran laut.

Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang
menggenagi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air

yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung
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garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan mermuara ke

laut (Godam, 2009)

Faktor yang mempengaruhi pencemaran laut seperti :

a. Pembuangan limbah Idustri

c. Eutrofikasi
Eutrofikasi merupakan istilah yang merujuk pada suatu kejadian dimana
tumbuhan sejenis alga hidup dan berkembang biak dengan cepat sehingga
mendominasi perairan. Karena alga merupakan tumbuhan yang hidup dan

bernafas dengan oksigen, terjadi pinipisan kadar oksigen di laut.
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d. Tumpukan Sampah
Sampah tidak hanya meniciptakan pencemaran diarea sungai, sampah yang
terbawa arus sungai bisa bermuara di laut. Jika hal ini terjadi setiap hari volume
sampah yang mencemari laut akan meningkat, kehidupan biota laut akan

menjadi terganggu. Penyebab pencemaran laut'eleh sampah tidak hanya dari

ebaiknya hindari
nya demi maraup

langsungan hidup

Executive Director World Ocean Su 2007) Charles Goddard mengatakan laut
di dunia sedang mengalami ancaman pencemaran sampah terkait dengan aktivitas
manusia di pesisr tepi laut yang terus meninggkat tiap tahunnya, dengan seiring

bertambahnya jumlah penduduk didunia, maka masalah sampah di laut sering

terjadi.
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Sampah dilaut sangat berdampak bagi kehidupan biota laut dan masyarakat
yang berada diwilayah pesisir tepi laut, sampah laut juga berdampak bagi kerusakan
ekosistem laut yang lebih luas, kesehatan masyarakat di wilayah pesisir juga sangat
berdampak, dampak estetika di lingkungan pesisir dan dampak ekonomi pada
berbagai industry yang. bergantung dengan lingkunga.pesisir dan laut (Bergmann
2012; MacGranahan et al. 2007). Indonesia menjadi Negara pembuang sampah laut
plastic terbesar kedua di dunia setelah China, berdasarkan studi paenelitian tahun
2010 yang dilakukan.pada 192 negara pesisir di dunia oleh Jambeck et al, (2015).
Indonesia-dengan jumlah penduduk di pesisir 187,2 juta jiwa dan kebiasaan
membuang -sampah laut plastic 0,52 kg/orang/hari menjadikan Indonesia
penyumbang sampah laut plastic sebesar 3,32 juta metric ton/tahun (Jambeck et al,
2015). Contoh umum sampah laut adalah : Plastik, logam, kayu, kaca, Kkaret,

pakaian, tulang, jaring, ban dan sampah laut lainnya.

2.6.2. Dampak Pencemaran Lingkungan Laut

Gejala umum pencemaran ‘lingkungan laut akibat limbah industri dan
aktivitas masyarakat pesisir yang tampak adalah berubahnya keadaan fisik maupun
peruntukan suatu-lingkungan. Air sungai atau Air sumur sekitar lokasi industri
pencemaran, yang semula berawal jernih, berubah menjadi keruh berbuih dan
berbau busuk, sehingga tidak layak dipergunakan lagi oleh masyarakat sekitar
untuk mandi, mencuci, apalagi untuk bahan baku air minum. Dampak terhadap
kesehatan masyarakat di sekitar pesisir yang terkena pencemaran lingkungan dapat
timbul penyakit dari yang ringan seperti gatal-gatal pada kulit sampai yang berat

berupa cacat genetik. Dalam pantauan, hampir diseluruh wilayah Indonesia terjadi
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pencemaran industri dalam berbagi skala dan dalam beragam bentuk. Sejak awal
berdiri, sektor industri seringkali menimbulkan masalah, misalnya, lokasi pabrik
yang dekat dengan permukiman penduduk, pembebasan tanah yang bermasalah,
tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan ini, buruknya kualitas AMDAL,
sering tidak adanyaspengelolahan limbah, dan laintsebagainya. Dampak lainnya

yang timbul adalah polusi udara, polusi air, kebisingan , dan sampah.

Sampah plastik akan berdampak pada lingkungan seperti sampah plastik yang
dapat membunuh terumbu karang, karena terumbu.karang akan tertimbun oleh
sampah dan tidak dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik, atau bahkan
dapat mati karena tumpukan sampah. Hewan-hewan dilaut seperti ikan, penyu,
lumba-lumba, paus, dan hewan lainnya akan ikut tercemar, hal tersebut dapat
karena hewan-hewan laut tersebut dapat menganggap sampah laut adalah makanan
mereka, dimana terdapat kemungkinan bahwa sampah plastik terbuat dari bahan
kimia yang dapat terserap oleh hewan yang dapat meracuni mereka yang akan
berakibatkkan matinya hewan laut tersebut, ketika hewan laut mati bangkai yang
terdapat didalam hewan tersebut, mengandung sampah plastik yang tidak dapat
terurai maka akan dapat meracuni hawan-hewan laut lainnya. Sehingga kelestarian

hewan-hewan laut akanberkurang dan bisa menyebabkan kepunahan.

Tidak hanya sampah plastik, adapun sampah logam yang masuk kedalam laut,
sampah logam merupakan sampah yang berasal dari sampah yang memiliki
kandungan minyak di dalamnya yang banyak dibuang dilaut melalui daerah aliran

sungai, sampah ini memungkinkan adanya kandungan logam di dalamnya dengan
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kosentrasi rendah maupun tinggi yang dapat mencemari ekosistem dan biota laut

lingkungan sekitar.

Pencemaran air laut tidak hanya berdampak kepada ekosistem laut dan biota

laut, tetapi manusia juga terkena dampak dari pencemaran sampah laut tersebut,

olaan lingkungan
I jarang terjadi.
ng telah teracapai

encana atau malah

tindakan koreksi yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari
rencana-rencana”. Sedangkan menurut pendapat Sondang P. Siagian masih dalam

Nanang Fattah (2007:176) menjelaskan bahwa :
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“Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh
kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan”

Adapun pengendalian menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan polaan Lingkungan Hie al 13 Ayat (1) sampai (3)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007), pencegahan adalah proses,
cara,tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan
demikian, pencegahan adalah tindakan. Menurut Oktavia (2013), upaya
pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya

sesuatu yang tidak diinginkan atau dikehendaki.
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Sedangkan menurut pengertian yang luas, pencegahan diartikan sebagai
upaya secara secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu
gangguan, kerusakan atau kerugian bagi seseorang. Dengan itu, pencegahan
merupakan tindakan dengan bentuk prilaku. Berikut ini ada beberapa upaya

pencegahan atas pencemaran lingkungan :

\ \
(
el

idak mencemari

sesungguhnya

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dinas lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan optimalisasi pencegahan

pencemaran di pesisir tepi laut Indaragiri adalah sebagai barikut :
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2.7.1.1 Melakukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) marupakan kajian yang harus
dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan

maupun hutan untuk melakukan kegiatan industri. KLHS tertuang dalam UU

enerapan  prinsip

enyatakan baku

makhluk hidup, zat,

berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat. Masalah lingkungan
hidup pada saat ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai
pihak. Sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam

melangsungkan kehidupan.
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2.7.1.3 Melakukan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
AMDAL merupakan kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam pasal

Dilihat dari fungsi AMDAL, yang sangat menjaga rencana usaha

dan/atau kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan, maka terlihat

begitu besar manfaat AMDAL. Adapun manfaat AMDAL yaitu :
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1. Manfaat AMDAL bagi pemerintah
a. Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan
b. Menghindarkan konflik dengan masyarakat

c. Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan

ingkungan hidup

Dalam pasal 34 UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL wajib dimiliki setiap
usaha/kegiatan yang tidak masuk kriteria tersebut wajib AMDAL. Sementara
usaha/kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL, wajib membuat surat peryataan
kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun manfaat

UKL-UPL sebagai berikut :
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1. Bagi Perusahaan
a) Memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi lingkungan
dimana rencana kegiatan/usaha tersebut akan dilaksanakan
b) Sebagai dasar rencana pengelolaan yang lebih baik dan

pakan bagian dari pengelolaan proyek secara keseluruhan

¥y »
&
B
2
QO
&

ondisi lingkungan

ilaksanakan

S ENMD

A
= &
QD (@)
=
S

g 2
= @
5 =
S 3
933 >

3. Bagi Masyarakat

a) Sebagai jaminan pengelolaan dampak yang akan ditimbulkan
oleh suatu rencana kegiatan atau usah sehingga masyarakat

dapat merasa aman, nyaman, dan tentram.
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2.7.2 Penanggulangan

Penanggulangan menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan
proses, cara, perbuatan menanggulangi. Berikut adalah beberapa hal yang harus
perusahaan lakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagian ketiga pasal 53

2.7.3 Pemulihan

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat 1, bahwa pemulihan adalah setiap
orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib

melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
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Kemudian pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran

b. Perbaikan lingkungan

c. MelakukanF iasi, Rehabilitasi, Re

<o
W >
-
z
3

Besar B
pat yang kotor

dilakukan untuk

bk LT

di hak bagi setiap
dara), lingkungan
biotik (he 3 anusia), se s sial (sosial, ekonomi,

arus dalam keadaan

warga masyarakat yang harus dilakukan manusia sebagai acuan untuk

melaksanakannya atau justru mengesampingkan masalah kebersihan.

Kebersihan Lingkungan merupakan suatu usaha untuk menghilangkan
kotoran yang menjijikkan sehingga lingkungan menjadi bersih dan sehat serta

terhindar dari berbagai macam penyakit. Kebersihan lingkungan menciptakan
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lingkungan yang bersih, nyaman, asri, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan
dapat dilakukan dimanapun tempatnya misalkan di lingkungan sekolah, kantor
maupun di tempat umum lainnya maka orang yang berada di tempat tersebut akan

merasa nyaman dengan lingkungan yang bersih dan pemandangan yang hijau.

dijaga kebersihannya, maka dari itu diharuskan selalu menjaga kebersihan

lingkungan karena banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan.
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2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 11.1 Peneliti Terdahulu

No

Nama Judul

1

Norini (2015) | Peranan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

Riau dalm perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

pelaksanaan

hidup, Kurang

gkungan Hidup
stri minyak sawit di

am penelitian ini

Yogi lrawan aksanaan Pemberiaan izin lingkungan dikota Pekanbaru

(2014) berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan. Dalam penelitian ini disimpulkan
bahwa, pelaksanaan pemberian izin lingkungan yaitu,

Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021
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2.10 Desfinisi Konsep

1. Pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang bersumber
pada kedaulatan dan kemerdekaan berlandaskan dasar Negara, Rakyat
atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujun untuk
mewujudkan Negara berasarkan konsep dasar Negara tersebut.Organisasi
berdiri dengan koordinasi yang baik dan organisasi dalam pengertian ini
merupakan kerja sama antara pemerintah dengan rakyat dengan tujuan
yang sama.

2. Pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi.

3. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban sesual dengan kedudukannya, maka ia
menjalankan suatu peranan. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang
harus dilakukan dan fungsi yang dijalankan oleh lembaga yang sesuai
dengan tujuan yang-diharapkan oleh masyarakat.

4. Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, dan tinggi.
Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua
kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Optimalisasi merupakan sebuah ukuran yang menyebabkan tercapainya
tujuan. Secara umum otimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang
tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

5. Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dalam
keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan Hidup terbagi menjadi

dua bentuk, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan.
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Pencemaran air laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup,
zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya
tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas

air menurun sampai ke tinggkat tertentu yang menyebabkan air menjadi

Riau”, kemudian di ukur deng yang di jadikan sebagai indicator serta
fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur

tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman dan penafsiran makna.



48

Gambar 11.1

Kerangka Berfikir

|

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

[

Evaluasi

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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Konsep

Indikator

Sub Indikator

Skala
Pegukuran

Perbup Inhil
Nomor 47
Thn 2016
Tentang

Pembinaan

Melakukan pembinaan
mengenai kajian
penganggulangan

Berperan

Cukup
Berperan

Kurang
Berperan

Berperan

Cukup
Berperan

Kurang
Berperan

Berperan

Cukup
Berrperan

Kurang
Berperan
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Evaluasi

- Melakukan evaluasi

terhadap kajian

penangulangan pencemaran

lingkungan.

Berperan

Cukup
Berperan

Kurang
Berperan
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskritif

dengan sepenuhnya, hal ini dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan

di sekitar pesisir tepi laut yang membuat tercemarnya lingkungan di sekitar.
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3.3 Informasi Penelitian
Infoirmasi penelitian ini dijadikan sebagai sumber data, dalam penelitian ini
ditentukan dengan metode snowball sampling yang mana snowball sampling (bola

salju) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlah

terjadi G eralisasi, se i gambilan sampel

mengeks

Dinas Lingkungan

Hidup nan pencemaran

lingkunga

Tabel I11. “( tian Peran Dinas

Lingkunga nalisasi Pencemaran

Lingkunga i Hilir

No Informan dan Key

Informan

1 Kepala Dina ] ebersiha Key Informan

2 Kabid Pengenda Informan
Lingkungan

3 | Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Informan

4 Masyarakat Informan

Modifikasi Penulis, 2021
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3.4 Jenis dan Sumber Data
3.4.1 Jenis Data
Adapun jenis data yang peneliti pakai/gunakan adalah jenis data kualitatif.

Dalam buku (Sugiono, 2003 : 14 ), penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk

data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggan an atau melakukan secara

lengkap. Adapun sumber data yang digunak : litian ini adalah data

primer da

b. Data sekunder
Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpulan data. Sumber data ini, peneliti dapat diperoleh dari laporan-

laporan peneliti terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan
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sumber data lainnya yang relevan dengan peneliti yang menunjang

kelengkapan data penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang

disesuaikan deng ymasi yang diinginke penelitian ini teknik

o
QD
S
a
=7
>
=
c
x
QD
5

3 zh
)

“RRNR

002:133). Dimana

an untuk melihat

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan
sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini, berupa foto-foto

mengenai wawancara dan lain-lainnya.
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3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian
menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian
rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di ajukan dalam menyusun

hasil penelitian. Mer (Ulber, 2010; 339), teknik analisa data terhadap beberapa

yang sebenarnya dilapangan.
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c. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat bersifat
sementara apabila tidak ditentukan bukti-bukti yang kuat yang

mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnaya. Tetapi apabila

| akan diperoleh
adalah berdasarkan
kum dalam suatu
1 dilapangan yang

a diadakannya suatu
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Jenis
Kegiatan

Tahun, Bulan dan Minggu 2021

September

Oktober

November

Desember

Penyusunan
UP

Seminar UP

1

2

3

4

112(3|4

11234

Ket

Riset

Penelitian
Lapangan

Penelolaan
Dan
Analisis
Data

Bimbingan

Ujian
Skripsi

Modifikasi Peneliti : 2021




BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebuah Timur Provinsi Riau atau
pada bagian Fimur pesisir Pulau Sumatra..Secara resmi terbentuk pada tanggal
14 Juli 1965 sesuai dengan tanggal di tanda-tanganinya Wndang-Undang
Namor 06 Tahun 1965. Karena letak-posisi Kabupaten Indragiri Hilir di Pantali
Timur-pesisir Pulau Sumatra, maka Kabupaten' ini di kategorikan sebagai
daerah pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339.5 Km
dan Luas perairan laut meliputi 6.318 Km? atau sekitar 54.43 % dari luas
wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi
Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil
sebanyak 25 pulau. Secara geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada

posisi 0°36°LU — 1°07°LS dan 104°10°> — 102°32°BT.

Berdasarkan letak dan posisinya yang strategis, keberadaan Kabupaten
Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatra memiliki-prospek yang cukup tinggi
bagi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang
berdekatan dengan pusat-pusat \pertumbuhan ekonomi seperti Batam dan
Karimun, serta berada di wilayah perairan yang mampu mengakses berbagai
wilayah dalam maupun luar negeri. Hal ini merupakan salah satu potensi yang
dapat dikembangkan untuk menjadi Kabupaten Indragiri Hilir sebagai “Pintu
Gerbang Timur Sumatra” dalam barbagai aktifitas pembangunan. Kabupaten

Indragiri Hilir merupakan daerah pantai dan rawa pasang surut dengan
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penyebaran sungai hampir diseluruh kecamatan. Disamping sungai, selat dan
terusan juga terdapat parit-parit untuk mengendalikan karakteristik wilayah ini

yang juga lebih dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Parit”.

4.2 Keadaan Penduduk

Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto “Berlayar sampai kepulau,
berjalan sampai kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribukota
Tembilahan. Berdiri pada tanggal 20 November 1965 dan saat ini di huni sekitar

624.450 Jiwa.
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Suku-suku Bangsa yang tinggal di Inhil yang beragam, terhitung : Suku
Bugis, Melayu, Banjar, Jawa, Tionghowa dan lain-lain. Dengan agama yang

mendomisili adalah Islam, serta diikuti dengan Budha dan Kristen.

4.3.1 Sejara abupaten Indragiri Hilir.. (Inhil) Priode Sebelum

di Kecamatan
eh agama Hindu,

gan sebutan Puri

Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian Utara, yaitu
didaerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung
dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang

karena perpecahan sebagian meyebar kedaerah tersebut.
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d. Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri berdiri sekitar tahun 1298, raja pertama bergelar
Raja Merlang | berkedudukan di Malaka. Peengantinya Raja
Narasinga | dan Raja Merlang Il juga di Malaka. Untuk urusan

harian dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdan Menteri. Pada

Pada awal kemerdekaa donesia, Indragiri (Huku dan Hilir) masih
satu kesatuan kabupaten. Indragiri terdiri atas tiga kewedanaan, yaitu
kewedanaan Kuantan Sengingi beribukota Taluk Kuantan, kewedanaan
Indragiri Hulu beribukota Rengat dan kewedanaan Indragiri Hilir beribukota

Tembilahan.
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4.3.3 Pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir

Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Mentri Dalam Negeri
melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir di mekarkan menjadi Kabupaten

Indragiri Daerah tingkat Il berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian,

menjadikan “Indragiri Hilir Berjaya dan Gemilang Tahun 2025

Untuk mewujudkan visi diatas, maka akan ditempuh melalui misi

sebagai berikut :
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a. Mewujudkan daya saing daerah adalah memperkuat perekonomian
daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah,
meningkat pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya
alam yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-

oral religius dan kultur, pe

SN

pangunan infrastruktur yang

ang dinamis sesuai

pancasila dan

dayaan, semakin

\\\\\\\“‘@‘

masyarakat dan

Mewujudkan pe bangunan dan hasil-hasil adalah agar
seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan seluruh kelompok
masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera bersama-sama

tanpa ada yang tertinggal atau ditingalkan, keberpihakan

pembangunan kepada kelompok rentan menjadi prioritas,
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berkembangnya aksebilitas diselurun wilayah dan menjangkau
keseluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya

deskriminatif termasuk gender.

. Mewujudkan suasana aman, damai dan harmonis yang bermoral dan

terpisahkan dart's 2garaan dan sistem sosial, ekonomi, dan
kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional
sehingga perlu semakin dimantabkan infentitas dan integritas yang
dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat

Indragiri Hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan
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kerja sama yang saling mengguntungkan diberbagai pihak didalam
maupun diluar daerah pada skala regional, nasional dan
internasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah mengatur dan
asas otonomi

pemerintahan menurut dan tugas

Kebersihan

L\ \od

dup di Kabupaten

sy

engan tahun 2021

erubahan bentuk

‘-}' it 11 Indragiri Hilir

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 tahun 2000
tentang organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri

Hilir.
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3. Kantor Lingkungan Hidup
Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 tahun 2009 tentang
organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Badan Lingkungan Hidup

sus
’
4
.s; .
K
[/

?
'é.

1. Seksi Inventa gkungan Hidup ;
2. Seksi Kajian dampak Lingkungan ; dan
3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
1. Seksi Pengurangan Sampah
2. Seksi Penanganan Sampah ; dan
3. Seksi Pemrosesan Akhir Sampah
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e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan
Lingkungan, terdiri dari :
1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan ; dan
3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

f. Bidang Pemantauan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan, terdiri dari :

Hukum

!;\.\"

o
7,
o
"
Al
7
¢

%
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang

n, identitas informan juga

Tabel V.1 1d : an«lnforman Berdasarkan Jenis
Kelamin
No Persentase (100%)
1 Laki-Laki 4 100%
2 Perempuan 1 100%
Total 5 100%

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

68
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa key informan dan

informan yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan dan Masyarakat. Maka dapat disimpulkan yaitu laki-laki

Persentase (%)

1 20 %
2 40 %
3 h 40 %
4 46 — 50 Tahun 0%
5 51 — 57 Tahun - 0 %
Total 5 Orang 100 %

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang

terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kasi

Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan Hidup dan
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Kebersihan dan Masyarakat. Dengan kriteria umur 31-35 tahun berjumlah 1
orang dengan persentase 20% , umur 36-40 berjumlah 2 orang dengan
persentase 40%, umur 41-45 berjumlah 2 orang dengan persentase 40%, umur
46-50 berjumlah 0 orang dengan persentase 0% dan, umur 51-57 berjumlah 0

orang dengan persentase 0%. Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

Sumber : Modifikasi penulis,

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informan dan
infoorman yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
(DLHK), Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Staf Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan dan Masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 orang dengan persentase 10%,
tingkat pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA/SMK) berjumlah 1 orang
dengan persentase 10%, tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 3 orang
dengan persentase 80%, dan tingkat pendidikan Strata Dua (S2) berjumlah 0

orang dengan persentase 0%. Dengan total 5 orang dan persentase 100%.

5.2.1 Pembinaan

Menurut Mitha Thoha pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil,
atau peryataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukan adanya kemajuan,

peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang
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atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu : 1.
Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau peryataan tujuan, dan;
2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. Dalam
pelaksanaa konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat

efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang

3
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mempunyai fungsi (e), Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup

pengurangan sampah, penanganan sampah, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancarai Kasi Pengendalian

pencemaran Lingkungan yaitu Pak Rahmat Septiadi tentang kegiatan
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pembinaaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tanggal 10 Agustus

2021 jam 10.15 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pembinaan dan
pegawawasan secara langsung dan tidak langsung, serta pembinaan belum
berhasil terutama untuk sumber pencemaran non institusi. (non institusi adalah
cara pengendalian diluar intusi sosial yang ada seperti individu/perorangan).”

Berdasarkan hasil-wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan sudah berperan herdasarkan jPeraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas

lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada Bapak Ir.
H.lllyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan
Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.10 WIB beliau

mengatakan bahwa :

“Program pembinaan bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang
baku mutu limbah cair pencemaran lingkungan yang sudah ditentukan beserta
pelaporannya. Apabila dalam pengawasannya masih ditemukan limbah yang
tidak sesuai baku mutu maka akan kami bina dengan memberikan saran dan
arahan terkait pengelolaan limbah cair secara tepat dan benar kepada
masyarakat.”

Berdasarkan "hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa peran
dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melakukan pembinaan sudah di jalankan sesuai Peraturan Bupati Nomor 47
tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi

dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lanjutan kepada lbu Hj.
Murnisyah, SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan

bahwa :

“Pada saat ini.kami belum sepenuhnya mempunyai pembinaan secara
khusus, melakukan pembinaan mengenai kajian penanggulangan pencemaran
lingkungan, tetapi kami melakukan pembinaan dan penanggulangan dengan
memberikan Himbauan kepada perrsonil kami agar mengerti secara teknis
pengelolaan sampah dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat”™

Berdasarkan. hasil wawancara di atas‘menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan sudah berperan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun
2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas

lingkungan hidup dan kebersihan.

Dan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad
Saputra selaku masyarakat yang tinggal di daerah pesisir parit Kabupaten
Indragiri Hilir pada tanggal "13 " Agustus 2021 jam 16.05 WIB beliau

mengatakan bahwa :

“Dinas " Lingkungan Hidup dan Kebersihan pernah melakukan
pembinaan terhadap kami warga yang.tinggal disekitar parit/sungai, dengan
melakukan sosialisasi dan himbauan tentang larangan untuk tidak membuang
sampah disekitar parit/sungai.”’

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan di lingkungan masyarakat sudah berperan berdasarkan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan

organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat tentang pembinaan yang
telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten
Indragiri Hilir, sudah berperan dalam melakukan pembinaan sesuai dengan

Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tantang susunan

organisasi, tugas‘dan fungsi dinas lingkungan 'up dan kebersihan dengan

pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan
bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah, penanganan sampah, serta

pemrosesan akhir sampah.
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Berikut kutipan hasil wawancara penelitian saya bersama Bapak Ir. H.
Illyanto, MT selaku kepala dinas linkungan hidup dan kebersihan pada tanggal

11 Agustus 2021 jam 11.15 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pembinaan dan penanggulangan terhadap
pencemaran lingkungan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan
pencemaran_air sungai dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air,
pengendalian pembuangan limbah cair dan limbah rumah tangga ke sungai
perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak merusak lingkungan
itu sendiri serta dapat melestaarikan lingkungan.”

Berdasarkan hasil‘wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2
tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi.dinas lingkungan hidup dan

kebersihan.

Selanjutnya peneliti malakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisyah,
SE, MH selaku Kabid pengendalian péncemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.40 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Pembinaan - terhadap = kajian  penanggulangan  pencemaran
lingkungan, untuk masyarakat melakukan sesialisasi tentang pencemaran
lingkungan dan menghimbau mereka. untuk tidak membuang sampah ke
parit/sungai.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016pasal 230 ayat 1 dan 2
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tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup dan

kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat
Septiadi, selaku seksi pengendalian pencemaran lingkungan pada tanggal 11

Agustus 20214jam 10:20 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Untuk melakukan pembinaan terhadap kajian pencemaran lingkungan
kami melakukan pembinaan secara langsung dan tidak langsung, secara
langsung kami melakukan-sosialisasi kepada masyarakat dan tidak langsung
kami melakukan himbauan atau larangan. ™

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pembinaan di lingkungan masyarakat dan perusahaan sudah berperan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2
tentang susunan organisasi, tugas dan_fungsi. dinas lingkungan hidup dan

kebersihan, melakukan tugasnya secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan hasil observasiyang peneliti lihat tentang pembinaan yang
telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten
Indragiri Hilir, sudah berperan dalam melakukan pembinaan sesuai dengan
Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tantang susunan
organisasi, tugas dan fungsidinas lingkungan hidup dan kebersihan dengan
melakukan kajian penanggulanga lingkungan sesuai peraturan dan melakukan

pembinaan dengan sosialisasi dan himbauan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

78

5.2.2 Pengendalian

Pengendalian menjadi fungsi kedua dan merupakan bagian ujung dan
dari sebuah proses kegiatan. Griffin, memberikan batasan tentang pengendalian

sebagai pengamatan secara organisator terhadap sasaran yang dicapai suatu

organisasi. Pe ian adalah proses _un 3mbuat sebuah organisasi

‘m“‘ E @ ﬁamﬁ%“ !@ dengan fungsi

5.2.2.1 Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masyarakat
Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa Peran Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasikan Pencemaran Lingkungan

di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengendalian,
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untuk mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e),
Pembinaan, pengendalian, pengawasan, menitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah,

penanganan sampabh, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari Kasi Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.20

WIB beliau mengatakan Bahwa :

“Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan pemantauan kualitas
lingkungan yang disampaikan oleh sumber pencemar institusi yang
disampaikan setiap 6 bulan sekali kepada DLHK;, untuk sumber pencemaran
non institusi dilakukan dengan cara sosialisasi dan himbauan, dan untuk
pelaksanaan pengendalian sudah sesuai dengan rencana namun hasilnya
belum efektif dan efisien.”

Berdasarkan hastl wawancara di-atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang Ssusunan organisasi, tugas dan

fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir.
H. lllyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada

tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :
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“Pengendalian pencemaran kami informasikan secara administratit
dengan memberikan teguran secara tertulis dan himbauan, untuk peraturan
larangan untuk tidak membuang sampah di parit atau sungai kami belum ada,
tetapi untuk retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bisa dilihat di perda
kab inhil no 15 tahun 2011.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup.dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016
pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas
lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi ‘masih_kurang berperan dalam sanksi

dan tindakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya,
SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.44 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Kami melakukan penyuluhan bagi masyarakat sebagai sebagai sarana
sosialisasi dalam pemberia informasi kepada masyarakat sehingga mau
berpartisipasi atau mau mengelola sampah menjadi barang berguna.”

Berdasarkan hasit wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016
pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan.organisasi, tugas dan fungsi dinas
lingkungan hidup dan kebersthan, dapat dilihat di atas peran dinas lingkungan

hidup dan kebersiha sangat berperan dalam pengendalian.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ahmad
Saputra selaku masyarakat yang tinggal di daerah pesisir parit Kabupaten
Indragiri Hilir pada tanggal 13 Agustus 2021 jam 16.05 WIB beliau

mengatakan bahwa :

“Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan kab Inhil, melakukan
pengendalian dengan cara mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat
untuk tetap menjaga kualitas lingkungan agar tetap bersih dan memberikan
larangan untuk tidak membuang sampah di parit/sungai lagi dan memberikan
bantuan tong sampah, agar masyarakat tidak membuang sampah di parit atau
sungai lagi.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasi Pencemaran
Lingkungan di Parit/Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir Cukup Berperan

dalam mengoptimalisasi pencemaran lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukan bahwa pengendalian
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam
mengoptimalisasi pencemaran, lingkungan diwilayah parit/sungai di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.

5.2.2.2 Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Dalam penelitian_ini,.menunjukan bahwa Peran Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasikan Pencemaran Lingkungan
di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengendalian,
untuk mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e),
Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah,

penanganan sampabh, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalampenelitian ini saya mewawanecari KasiPengendalian Pencemaran
Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.22

WIB beliau mengatakan Bahwa :

“"Untuk  penangganan  pengendalian — kami - melaksanankan
penangulangan pencemaran dengan memberikan “informasi dampak
pencemaran lingkungan, mengisolasi serta menghentikan sumber pencemaran
institusi-dan non intitusi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan.Bupati Nomor 47 Tahun 2016
pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas
lingkungan-hidup dan kebersihan; dapat-dilihat di atas peran dinas lingkungan

hidup dan kebersiha sangat berperan dalam pengendalian.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir.
H. lllyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada

tanggal 11 Agustus 2021 jam11.30 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Upaya menangani kerusakan pencemaran lingkungan kami
melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan merangkai
analisis yang sistematis untuk memastikan pembanguna berkelanjutan telah
terintgritas dalam pembangunan, dan program pemerintah, untuk menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan

fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan lbu Hj. Murnisya,
SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.45 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Penanggulangan dengan pemberhentian sumber pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan, kami lakukan dengan pemberian informasi
peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada
masyarakat, pengisolasian pencemaran kerusakan lingkungan kepada
masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016
pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi dinas
lingkungan hidup dan kebersihan, dapat dilihat di atas peran dinas lingkungan

hidup dan kebersiha sangat berperan dalam pengendalian.

Berdasarkan hasil observasi.di atas menunjukan bahwa pengendalian
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam
mengoptimalisasi pencemaran lingkungan diwilayah parit/sungai di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.
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5.2.3 Pengawasan

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015 : 653) pengawasan dapat
di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan Kinerjanya yang

efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi

dan kedudukan

pimpinan dan

enyimpangan pada

7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan baik ada beberapa demensi-
dimensi pengawasan yang perlu dipahami oleh pengawas. Handoko dalam

satriadi (2016, p.290) mengatakan terdapat 5 dimensipengawasan yaitu :
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1. Penetapan standar hasil yang diinginkan;
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan;
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan;

4. Pembandingan pelaksanaan standard an analisa penyimpangan; dan

al dengan Peraturan
ugas dan Fungsi
elaksanakan tugas
punyai fungsi (e),

an evaluasi serta

WIB beliau mengatakan Bahwa :

“Pengawasan dilakukan setiap 2 X setahun, dan pengawasan yang
dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum dilaksanakan sesuai
rencana dikarenakan keterbatasan dana dan SDM nya (sumber daya
manusia). ”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya kurag berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir.
H. lllyanto, MTselaku kepala dinas lingkungan”hidup dan kebersihan pada

tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.32 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung,
pengawasan secara langsung : invetarisasi kegiatan/usaha, laporan
pelaksanaan, persiapan pengawasan lapangan, pengawasan lapangan,
laporan hasil pengawasan, pengawasan secara tidak langsung : inventarisasi
kegiatan/usaha,laporan pelaksanaan RKL-RPL, evaluasi-administrative.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan. kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas" lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya,
SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.47 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan pengawasan memiliki kopetensi pelaksana , SDM yang
memiliki sertifikat diklat pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup,
dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan
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fungsional oleh inspektorat, dilaksanakan secara kongtinyu, dan konsisten
dalam memberikan teguran dan saaksi.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal.230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi. menurut saya

pengawasannya sudah berperan.

Dan untuk melihat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
dalam pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di wilayah parit/sungai di
Kabupaten Indragiri Hilir peneliti mewawancarai salah satu masyarakat yang

tinggal di daerah tersebut yaitu Pak Ahmad usia 43 tahun beliau mengatakan

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sangat jarang melakukan
pengawasan dan menindak masyarakat yang sering membuang sampah ke
parit/sungal, dan kesadaran masyarakat itu sendiri juga tidak ada sehingga
masalah pencemaran tidak dapat atasi.”

Berdasarkan hasit Wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian kurang berperan dalam menjankan Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi

dinas lingkungan hidup dan kebersihan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukan bahwa pengawasan
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam
mengoptimalisasi pencemaran lingkungan diwilayah parit/sungai di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dikatakan cukup berperan.
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5.2.3.2 Melakukan pengawasan terhadap perbaikan lingkungan hidup

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa peranan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasikan Pencemaran Lingkungan
di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan pengawasan,
untuk mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan, sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup dalam Rasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e),
Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah,

penanganan sampabh, serta pemrosesan akhir sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari Kasi Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Pak Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus 2021 jam 10.25

WIB beliau mengatakan.Bahwa :

“Pengawasan dalam perbaikan lingkungan merupakan salah satu
upaya kita dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk
mengetahui sejauh sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku udaha
dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersthan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya sudah berperan.
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Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir.
H. lllyanto, MT selaku kepala dinas lingkungan hidup dan kebersihan pada

tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.33 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup ada beberapa aspek
izin lingkungan, pengendalian pencemaran air. dan udara, pengelolaan B3,
pengendalian-kerusakan lingkungan, pengendalian-kerusakan lahan tambang.
Agar kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa dapat terjaga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya,
SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus-2021,jam,11:49\VIB beliau mengatakan bahwa :

“Pengawasan itu sendiri bertujuan agar pengelolaan lingkungan yang
dilakukan " oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat senantiasa
terpantau,adapun yang diawasi dalam peraturan undang-undang di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rumah sakit, hotel, industry,
serta dll).”

Berdasarkan hasil"wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian kurang berperan dalam menjankan Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi

dinas lingkungan hidup dan kebersihan kepada masyarakat.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

90

Berdasarkan hasil observasi di atas menunjukan bahwa pengawasan
yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam

mengoptimalisasi pencemaran lingkungan diwilayah parit/sungai di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dikatakan berperan.
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Dan ada beberapa tahap dalam evaluasi

a. Apa saja yang dievaluasi;
b. Merancang kegiatan evaluasi;

c. Pengumpulan data evaluasi;
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d. Analisis data dan pengelolan;

e. Pelaporan hasil evaluasi;

5.2.4.1 Melakukan evaluasi terhadap kajian penangulangan pencemaran

lingkungan

Dalam penelitian ini, menunjukan bahwa peranan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Dalam Mengoptimalisasikan Pencemaran Lingkungan
di Wilayah Pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, dalam melakukan evaluasi, untuk
mengoptimalisasikan pencemaran lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dalam Pasal 230 ayat 2 (e) untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi (e),
Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring ~dan evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan urusan bidang kebersihan lingkup pengurangan sampah,

penanganan sampah, serta pemrosesan akhir.sampah.

Dalam penelitian ini saya mewawancari, Kasi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan yaitu Pak-Rahmat Septiadi pada tanggal 10 Agustus

2021 jam 10.25 WIB beliau mengatakan Bahwa :

“Evaluasi dilakukan berdasarkan pencapaian Indeks Kinerja Utama
(IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu indeks Kualitas
Lingkungan Hidup dan dijalankan sesuai Tufoksi pasal 220 peraturan Bupati
Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dilingkunga
pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Tujuan : mencapai IKLH (Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup) yang sudah di tetapkan dalam rencana dan
strategi OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan rencana kerja OPD
(Organisasi Perangkat Daerah), dan Penilaian Kerja : optimalisasi
pencemaran di sekitar sungai/parit dilihat berdasarkan indeks kualita air di
Kabupaten Indragiri Hilir.”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ir.
H. lllyanto, M T selaku kepala dinas lingkungan”hidup dan kebersihan pada

tanggal 11 Agustus 2021 jam 11.33 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dalam rangka membangun perekonomian dan mempertahankan
kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan perekonomian harus disusun secara
berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan berwawasan lingkungan
vang bersih dan asri.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan
fungsi dinas lingkungan hidup - dan kebersihan, tetapi menurut saya

pengawasannya sudah berperan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Murnisya,
SE, MH selaku Kabid pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

pada tanggal 12 Agustus 2021 jam 11.49 WIB beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan evaluasi pemerintah Indonesia telah menyusun
beberapa instrumen lingkungan hidup, dimana dimana hal ini bertujuan agar
kualitas lingkungan hidup tetap berada pada kondisi baik selama
perekonomian berlangsung.”
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Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa peran dinas
lingkungan hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir dalam melakukan
pengendalian sudah berperan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2016 pasal 230 ayat 1 dan 2 tentang susunan organisasi, tugas dan

fungsi dinas _ling I ersihan, tetapi menurut saya

gan Hidup dan

Lingkungan di

TS e g

auani
%‘ - Q

Berdasarkan hasil pene yang dilakukan di kantor dinas lingkungan
hidup dan kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, bahwasanya hambatan yang
terjadi dalam peran dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam
mengoptimalisasi pencemaran lingkungan di wilayah pesisir parit Kabupaten

Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
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. SDM di bidang lingkungan hidup dan kebersihan (LHK) di Kabupaten

Indragiri Hilir masih kurang/terbatas.

. Indragiri Hilir (Inhil) memiliki kekurangan dalam infrastruktur

sehinggga fokus pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup dan




nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

A. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Peran Dinas

dan Kebersihan n_Indragiri Hilir Dalam

“‘!‘Mw‘h“ ";

h. Pesisir Parit

1) Pembinaa : D€ gkungan di wilayah

2) Pengendalian dalam | ngoptir _ ungan di wilayah

3) Pengawasan dalam mengoptimaslisasi pencemaran lingkungan di wilayah
parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, masih kurang berperan karena,
pengawasan yang dilakukan setiap 2X setahun, menurut saya kurang tepat

karena, sampah yang dibuang di parit/sungai akan terus menumpuk dan

95
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menyebar ke sungai-sungai lain yang menyebapkan pecemaran semakin
tidak terkendali.

4) Evaluasi Pengawasan dalam mengoptimaslisasi pencemaran lingkungan di
wilayah parit/sungai di Kabupaten Indragiri Hilir, cukup berperan karena,

evaluasi dijalankan sesuai dengan standar. operasional kinerja Dinas

Kebersihan
Pencemaran
ilir yaitu :
internal instansi,
2h pegawai Dinas
ilir masih lemah,
ngga pelaksanaan

a berjalan secara

tujuan dan berjayanya de mal. Dalam hal ini dana dan anggaran
dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran parit/sungai dikeluarkan oleh
pemerintah daerah yaitu dari anggaran APBD. Namun tidak semua
pengendalian yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ada

dananya, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan.
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3) Kondisi lokasi Parit/Sungai di Kabupaten Indragiri Hilir yang jauh dari
kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.
Yang mana parit/sungainya sangat banyak dan lokasinya bervariasi, tentu
saja hal ini menghambat Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

dalam

Kabupaten _«Indragiri  Hilir lengoptimalisasi  Pencemaran

bupaten Indragiri
ber daya manusia

lingkungan dan

b) Hilir dalam memperhatikan

& LI
dan mengawasi keadsg yang berada dilingkungannya supaya
fungsi dan tugas yang diberikan kepada setiap instansi dapat berjalan
dengan optimal.

c) Sebaiknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri

Hilir lebih tegas dan bertanggung jawab dalam menindak lanjuti kasus

pencemaran terhadap masyarakat dan perusahaan yang tidak taat peraturan.
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d) Untuk penelitian selanjutnya secara akademis peneliti ini diharapkan dapat
menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang akan meneliti Peran Dinas
Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Mengoptimalisasi Pencemaran

Lingkungan di Wilayah Pesisir Tepi Parit Kabupaten Indragiri Hilir
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